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Abstrak
 

Tesis ini membahas perihal pengaturan sanksi administrasi dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini ialah Pengaturan sanksi

administrasi dalam suatu undangundang merupakan upaya dari pembuat undang-undang untuk memaksa

agar norma-norma yang terdapat dalam undang-undang tersebut dipatuhi oleh semua pihak. Selain itu juga

disimpulkan bahwa pengaturan tentang sanksi administrasi di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia tidak sesuai dengan fungsi-fungsi yang dimaksud dalam struktur perundang-

undangan yang baik. Kesimpulan terakhir yang diperoleh ialah bahwa pengaturan tentang sanksi

administrasi di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dibuat dalam

rangka melindungi hak-hak pekerja. Pendelegasian kewenangan lebih lanjut perihal sanksi administrasi di

bidang ketenagakerjaan kepada pejabat Menteri tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pendelegasian yang baik

dalam suatu peraturan perundang-undangan.

<hr>

The focus of this study is the regulation of administrative sanction in act number 13 year 2003 concerning

manpower. The study consist of 3 (three) conclusions. First, the regulation of administrative sanction was

the effort from legislation body to enforce all parties to obey the manpower norms. The second conclusion is

the regulation on administrative sanction in Act Number 39 year 1999 concerning human rights is not proper

since it is not placed in the body of those act. The third conclusion is the regulation on administrative

sanction in Act number 13 year 2003 made in order to protect worker?s rights. The delegation of authority to

Minister of Manpower is not complied with principals of delegation of authority.
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